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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa 

a. Fungsi BPD dalam pembuatan peraturan desa Pantai Oasudah sesuaidengan 

alur pembuatan peraturan menurut permendagri No.111 Tahun 2014. 

Fungsi BPD sudah cukup berjalan dengan baik walaupun dalam 

pelaksanaan fungsi BPD ini terdapat beberapa masalah atau kendala. 

Kendala tersebut antara lain: kurang aktifnya anggota BPD di kantor.  

b. Fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. 

Sudah cukup berjalan dengan baik walaupun dalam pelaksanaan fungsi 

BPD masih terdapat beberapa masalah atau kendala seperti tidak adanya 

sarana dan prasarana seperti  kantor atau gedung untuk BPD sehingga 

aspirasi masyarakat hanya berlangsung di kantor desa. 

c. Fungsi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa 

sudah cukup baik dan berjalan sesuai dengan aturan akan tetapi dilihat dari 

kehadirannya  sangat minim. Ada anggota BPD yang jarang hadir di kantor 

sehingga fungsi BPD terkhusunya pada fungsi kontrol atau mengawasi 

kinerja kepala desa terkesan belum maksimal. 
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d.  Kendala-kendala dari masyarakat juga menjadi faktor penentu fungsi BPD. 

Adapun faktor yang menjadi tantangan fungsi BPD itu sendiri seperti 

kekurangan SDM dalam melaksanakan tupoksi sesuai dengan jabatannya 

masing-masing serta kemampuan dalam operasional masih sangat minim 

sehingga BPD belum melaksanakan tugas mereka dengan baik 

6.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan 

di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang dapat memperbaiki 

maupun menyempurnakan pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Pantai Oa 

Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur. Adapun saran-saran 

tersebut adalah sebagai berikut:  

Bagi ketua BPD harus selalu memperhatikan anggotanya, memberikan 

motivasi bagi anggota sehingga anggota BPD jangan terkesan bekerja belum 

maksimal.Perlu ditingkatkan koordinasi antara sesama anggota BPD dengan 

kepala desa dan aparaturnya sebagai pelaksana pemerintahan desa, agar 

pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pantai Oa dapat terlaksana dengan optimal.  

Terkait sarana dan prasarana BPD disarankan kedepannya fasilitas 

pelayanan BPD lebih ditingkatkan lagi untuk menunjang kualitas BPD di 

Desa Pantai Oa dan perlunya bantuan dari pihak masyarakat dalam bentuk 

pengawasan BPD di Desa Pantai Oa, agar aparat desa mengerti akan tanggung 

jawab yang mereka kerjakan. 
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LAMPIRAN (1). Pedoman Wawancara     

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

(BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ( Studi 

kasus di Desa Pantai Oa, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur ) 

  Dalam rangka untuk menyelesaikan tesis di Program Studi Administrasi 

Publik  Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira 

Kupang: saya sebagai peneliti mohon bantuan anda, yaitu Bapak/Ibu selaku kepala 

Desa, ketua BPD, anggota BPD, staf Desa dan tokoh masyarakat yang berada di 

Desa Pantai Oa, Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur, agar berkenan 

memberi jawaban pertanyaan yang telah saya sajikan.  Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana penerapan atau bagaimana pelaksanaan fungsi BPD 

dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Pantai Oa.Saya sangat menghargai 

kejujuran anda dalam menjawab pertanyaan dan menjamin kerahasiaan anda yang 

terkait dengan pertanyaan ini.Hasil survei ini hanya semata-mata digunakan untuk 

tujuan penelitian dan pendidikan bukan untuk keperluan komersial. 

1.IDENTITAS INFORMAN 

Nama     : ………………………….. 

Jenis Kelamin    : 

Usia    : 

Pendidikan Formal Terakhir :  

a. S1 

b. SMA 

c. SMP 

d. SD  

Pekerjaan  :………………………………………   
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DAFTAR PERTANYAAN 

Daftar pertanyaan ini hanyalah garis besar pertanyaan dalam wawancara 

langsung. Pertanyaan ini akan berkembang sesuai hasil jawaban atas pernyataan 

tersebut. 

 

A. Pertanyaan untuk BPD dan Anggota BPD 

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai 

Oa ? 

2. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut serta dalam 

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa ? 

3. Dalam membahas Rancangan Peraturan Desa, apakah Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) menarik kembali Rancangan Peraturan 

Desa yang belum dibahas ? 

4. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menginformasikan 

kepada masyarakat mengenai Rancangan Peraturan Desa ? 

5. Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa ? 

6. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan RKPDes dan APBDes ? 

7. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu melakukan 

pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ? 
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8. Apakah keseluruhan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) aktif dalam 

setiap tugas dan tanggung jawabnya ? 

9. Faktor apa saja yang menjadi tantangan bagi Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsi pada Desa Pantai Oa ? 

10. Apakah sarana dan Prasarana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

menunjang lembaga tersebut? 

B. Pertanyaan untuk Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Aparat Desa) 

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai 

Oa ? 

2. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut serta dalam membahas 

dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ? 

3. Dalam membahas Rancangan Peraturan Desa, apakah Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) menarik kembali Rancangan Peraturan 

Desa yang belum dibahas ? 

4. Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa ? 

5. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan RKPDes dan APBDes ? 

6. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu melakukan 

pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ? 

7. Apakah keseluruhan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) aktif dalam 

setiap tugas dan tanggung jawabnya ? 
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C. Pertanyaan untuk  Masyarakat (termasuk tokoh masyarakat) 

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai 

Oa ? 

2. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut serta dalam 

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa ? 

3. Dalam membahas Rancangan Peraturan Desa, apakah Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) menarik kembali Rancangan Peraturan 

Desa yang belum dibahas ? 

4. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menginformasikan 

kepada masyarakat mengenai Rancangan Peraturan Desa ? 

5. Sejauh mana peran dan keaktifan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa pada 

rencana pembangunan Desa Pantai Oa tahun 2019 ? 

6. Apakah Badan Permusyawaratan Desa  (BPD) telah menyalurkan 

aspirasi masyarakat Desa dalam rencana pembangunan Desa Pantai Oa 

tahun 2019 secara langsung kepada masyarakat ? 

7. Apakah keseluruhan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) aktif dalam 

setiap tugas dan tanggung jawabnya ? 

8. Sejauh mana dampak yang dirasakan oleh masyarakat Desa Pantai Oa 

dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ? 
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